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Lampiran 1

Perkembangan Lembaga Perencanaan dan Dokumen Rencana Pembangunan (1945-2017)

Rencana Pembangunan
No Lembaga Perencana Dasar Penyusunan Rencana Kurun Waktu Dokumen Perencanaan
Perencanaan
1 | Penetapan Presiden No0.3 Tahun 1947 | Maklumat Pemerintah mengenai | 1947, 1948, 1949, 1950 | 1. Dasar-dasar pokok daripada Plan

tentang panitia pemikir siasat ekonomi
sebagai penyempurnaan Badan Perancang
Ekonomi (Planning Board) tertanggal 12
April 1947

pembangunan Negara, 18
Agustus 1945

Mengatur Ekonomi Indonesia

2. Rencana Produksi Tiga Tahun,
1948-1950 (plan Kasimo) hasil
unit perencanaan kementerian
kemakmuran

2 | Peraturan Presiden No.2 Tahun 1952 Pasal 52 Ayat (1) Undang- 1951-1955, 1956-1960 | 1. Rencana Urgensi Industri (RUI),
tentang Dewan Perancang Negara, | Undang Dasar Sementara Tahun 1951-1953 diperpanjang hingga
tertanggal 7 Januari 1952, kemudian diganti 1950 1955. Hasil panitia industrialisasi
Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1956 Kementerian Perdagangan dan
tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan, Industri
tertanggal 6 Juni 1956 kemudian digantikan 2. Rencana Pembangunan Lima
Peraturan Pemerintah No0.34 Tahun 1957 Tahun (RPLT) 1956-1960.
tentang Dewan Ekonomi Pembangunan,
tertanggal 24 Agustus 1957

3 | Undang-Undang  Republik  Indonesia| Ketetapan MPRS No.I/MPRS/ 1961-1963 Rencana Pembangunan  Jangka

Nomor 58 Tahun 1958 tentang Dewan
Perancang Nasional, tertanggal 23 Oktober
1958

1960 tentang Manifesto Politik
Republik Indonesia sebagai
Garis-Garis Besar daripada

Haluan Negara

Panjang Delapan Tahun, atau biasa
disebut Rencana Pembangunan
Nasional Semesta  Berencana
Tahapan Pertama (RPNSB-1), 1961-
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